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Ringkasan Eksekutif

Secara umum, masyarakat masih sulit membedakan makna dari istilah Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak 
(BBM) dan Belanja Subsidi. Dana Kompensasi dapat diartikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 
masyarakat sebagai kompensasi dari kenaikan harga. Sementara itu dalam regulasi pemerintah, Dana Kompensasi 
BBM merupakan pembayaran oleh negara atas kekurangan penerimaan badan usaha, sebagai implikasi dari selisih 
harga pasar dengan harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, Belanja Subsidi dapat diartikan 
pula sebagai bantuan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha atau masyarakat dengan 
tujuan untuk meringankan beban mereka. Meskipun pemerintah menggunakan istilah yang berbeda, namun 
keduanya memiliki kemiripan.

Kebijakan subsidi BBM dinilai belum berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta membantu 
perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah. International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa subsidi 
BBM pada umumnya justru memberikan efek negatif, seperti adanya konsekuensi fiskal yang mendorong pajak 
lebih tinggi, kenaikan pinjaman, mendorong alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien (memperlambat 
pertumbuhan), meningkatkan polusi yang berkontribusi kepada perubahan iklim dan kematian dini akibat 
pencemaran udara, serta subsidi BBM yang cenderung tidak tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati 
masyarakat menengah ke atas (IMF, 2023). 

Dalam konteks Indonesia, hasil audit sosial Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan  (KUSUKA) 
menunjukkan bahwa 82% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM, sehingga manfaat dan 
kredibilitas dari kebijakan fiskal ini dipertanyakan, terutama apakah memang berdampak secara langsung terhadap 
target penerima manfaat yaitu nelayan kecil. 

Dari sisi anggaran, ada kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 lebih dari 3 kali lipat 
menjadi Rp502 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp152 triliun (Kemenkeu, 2022). Pada tahun 2022, 
realisasi belanja kompensasi BBM mencapai Rp307 triliun (Ahdiat, 2023). Selanjutnya pada tahun 2023 alokasinya 
sebesar Rp338 triliun (Putri, 2022). Gambaran ini menunjukkan tantangan kredibilitas anggaran dan beban fiskal 
negara yang cukup signifikan, sehingga harus dicermati secara saksama.

Sampai saat ini, sangat sulit menemukan dokumen resmi pemerintah atau kajian yang membahas secara detail 
jumlah anggaran dan realisasi dari Dana Kompensasi BBM yang dibayarkan pada badan usaha. Kajian ini 
merupakan kontribusi dari Koalisi KUSUKA atas diskursus terkait tata kelola anggaran Dana Kompensasi Jenis 
BBM Tertentu Solar (Dakom JBT-S) dan pengaruhnya terhadap kelompok nelayan kecil sebagai target penerima 
manfaat dari program Subsidi BBM JBT Solar. Kajian ini berupaya untuk menilai kesesuaian praktik tata kelola 
Dakom JBT-S dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran serta menilai 
kredibilitas anggaran Dakom BBM JBT-S dan implikasinya terhadap nelayan kecil.
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 lebih dari 3 kali 
lipat menjadi Rp502 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp152 triliun (Kemenkeu,2022). Pada tahun 2022, 
realisasi belanja kompensasi BBM mencapai Rp307 triliun (Ahdiat, 2023).  Pada tahun 2023 alokasinya sebesar 
Rp338 triliun, dengan pembagian dana subsidi sebesar Rp212 triliun dan kompensasi Rp126 triliun, dimana total 
dana ini mencakup alokasi dana pencadangan sebesar Rp127 triliun (Putri, 2022). Selanjutnya, pemerintah 
mengalokasikan Rp329 triliun untuk memberi subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2024. Meski demikian,  
Menteri Keuangan mengungkapkan ada kemungkinan realisasi anggaran subsidi energi (solar, listrik, LPG) dan 
kompensasinya tak akan sebesar yang disiapkan oleh pemerintah, artinya  tidak akan terserap seratus persen (Pink, 
2023). Anggaran subsidi BBM yang beriringan dengan Dana Kompensasi (Dakom) BBM harus dicermati secara 
saksama. 

Hasil sosial audit Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan (KUSUKA)1 menunjukkan bahwa 82% nelayan kecil 
tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM.2 Meskipun rerata realisasi kuota subsidi BBM Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu Solar (BBM JBT-S) pada tahun 2016-2020 untuk lima konsumen pengguna (transportasi, usaha 
perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum) cukup baik yaitu 97%, namun kuota di sektor 
usaha perikanan hanya 12% atau sekitar 1,9 juta kiloliter/tahun, dan hanya 26% dari nominal tersebut terserap oleh 
nelayan (Wulandari, 2021). 

Hal itu menunjukkan adanya hambatan bagi nelayan dalam mengakses BBM bersubsidi yang disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu: (1) kompleksitas regulasi yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan 
rekomendasi subsidi BBM; (2) minimnya infrastruktur SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang saat 
ini berjumlah 3% dari total desa pesisir seluruh Indonesia; (3) lemahnya pendataan profesi nelayan (Pelaku Usaha 
Sektor Kelautan dan Perikanan (Kusuka), saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya mampu 
mengakomodasi pendataan sekitar 27% nelayan.3

Fakta tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam kredibilitas anggaran (budget credibility) dimana terjadi 
ketidaksesuaian antara perencanaan atau alokasi anggaran yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran subsidi 
dan Dakom BBM. Riset kredibilitas anggaran subsidi BBM JBT Solar untuk nelayan pada tahun 2021 telah 
menghasilkan temuan kesenjangan dalam tata kelola anggaran subsidi BBM JBT Solar untuk nelayan, yang meliputi 
regulasi, prosedur dan praktik perencanaan penganggaran, aktor, dan anggaran (Wulandari, 2021). Dengan 
demikian, kebijakan Dakom JBT-S menjadi penting bagi nelayan untuk memastikan nelayan kecil (pemilik kapal 
kurang dari 10 Gross Tonnage (GT)) bisa mengakses BBM JBT Solar dengan harga yang terjangkau, yang tersedia di 
pasar pada tingkat harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maksud dari penelitian ini adalah ingin menilai kesesuaian praktik tata kelola Dakom JBT-S dengan prinsip 
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta menilai kredibilitas anggaran (budget credibility) Dakom JBT-S 
serta implikasinya terhadap penerima manfaat terutama nelayan kecil. Metode penelitian ini menggunakan 
metode kombinasi (mixed methods) yang menggunakan data sekunder melalui desk study dan data primer melalui 
wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Grup Discussion (FGD).

1  Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), International Budget Partnership
(IBP), Perkumpulan Inisiatif, SEKNAS FITRA dan KOTA KITA.
2  Hasil sosial audit KOALISI KUSUKA April- Mei 2021.
3  Hasil wawancara dengan nelayan KNTI dan Rembuk Nelayan KNTI di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Kota Medan Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2021.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kredibilitas anggaran (budget credibility)4 Dakom    JBT-S untuk nelayan. 
Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, terdapat tiga sasaran penelitian yaitu:

1. Diperolehnya gambaran tata kelola Dakom JBT-S yang meliputi regulasi, proses perencanaan 
penganggaran, dan aktor.

2. Diperolehnya analisis anggaran subsidi energi dan Dakom JBT-S tahun 2016-2020 yang meliputi tren 
belanja subsidi energi dan belanja kompensasi, deviasi dana kompensasi energi, dan utang pembayaran 
dana kompensasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

3. Teridentifikasinya dampak yang dialami oleh nelayan kecil (pemilik kapal kurang dari 10 Gross Tonnage) 
akibat pemberlakuan kebijakan Dakom JBT-S.

1.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed methods) melalui pengumpulan data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara semi terstruktur dengan informan kunci 
dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD). Wawancara dilakukan dengan menanyakan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan oleh peneliti. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat di lampiran. Informan kunci dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu 
(Sugiyono, 2011). Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah memiliki kewenangan dalam proses penyusunan 
kebijakan Dakom JBT-S. 

Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dilakukan setelah tahapan wawancara dengan para informan kunci dilakukan 
dan menghasilkan draf awal hasil temuan penelitian. FGD bertujuan untuk meminta masukan terkait draf awal hasil 
penelitian. Selain para informan kunci, peneliti mengundang satu orang akademisi dan tiga orang perwakilan Non 

4  Menurut International Budget Partnership (IBP) kredibilitas anggaran adalah satu kerangka untuk menilai kemampuan pemerintah 
secara akurat dan konsisten memenuhi target pengeluaran dan pendapatannya dalam satu tahun fiskal. Menilai kesesuaian dan 
ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan, dan menilai komitmen anggaran pemerintah, serta memahami 
mengapa pemerintah menyimpang dari komitmen anggaran tersebut. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan Dakom JBT-S 
adalah selisih harga jual eceran (HJE) berdasarkan formula atau   berdasarkan harga pasar minyak dunia (keekonomian) dengan harga jual 
eceran (HJE) penetapan/yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1 Informan Kunci

No Nama Informan Kunci

1
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai KPA BUN Dana 
Kompensasi dan Kepala Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan  DJA Kemenkeu RI

2 Direktur Jenderal Minyak Gas dan Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

3 Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(KBUMN)

4 Badan Usaha yaitu PT Pertamina Patra Niaga

5
Sub koordinator Pengatur Ketersediaan BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH 
Migas)

6 Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikanan

7 Auditorat Utama Keuangan Negara VII (AKN VII) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

8 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP-RI

9 Ketua dan Anggota Komisi VII DPR RI

10 Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
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Government Organization (NGO).

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi dokumen yang dapat memberikan informasi terkait 
Dakom  JBT-S berupa dokumen anggaran, peraturan perundang-undangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diaudit oleh BPK RI, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 
(LKBUN) Audited,  artikel ilmiah, dan berita di media massa. 

Kajian ini merupakan single case study yang mengambil studi kasus pada nelayan kecil.5 Hal ini dilakukan karena 
nelayan kecil merupakan critical case dari Dakom JBT-S.6 Mereka adalah nelayan kecil yang memiliki kerentanan 
yang tinggi terhadap kenaikan harga BBM JBT Solar. BBM merupakan komponen penting dalam suatu operasi 
penangkapan ikan, dimana komponen ini menyumbang 60% dari total biaya operasi (Hermawan, 2006).

Kajian ini mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang 
lebih baik terhadap suatu masalah. Proses analisis deskriptif dan analisis konten juga akan diterapkan. Analisis 
deskriptif merupakan transformasi data mentah menjadi bentuk yang akan membuatnya mudah dipahami dengan 
menata ulang dan mengolah data untuk menghasilkan informasi deskriptif (Zikmund, 2003). Analisis isi/konten 
merupakan sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang 
valid dari teks (Weber, 1994).

Untuk menjawab sasaran pertama terkait penilaian tata kelola Dakom JBT-S yang meliputi regulasi, proses 
perencanaan dan penganggaran serta aktor, dilakukan analisis deskriptif dan analisis isi/konten pada data primer 
berupa hasil wawancara dan FGD dengan informan kunci, akademisi, dan LSM. Selanjutnya, dilakukan analisis 
deskriptif dan analisis isi/konten pada data sekunder Dakom JBT-S berupa peraturan hukum, artikel ilmiah, dan 
berita di media massa. 

Untuk menjawab sasaran kedua terkait analisis anggaran subsidi energi dan Dakom JBT-S, dilakukan pengumpulan 
data sekunder berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang di 
audit oleh BPK RI, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Adapun yang dimaksud energi di sini 
adalah JBT solar, JBT minyak tanah, JBKP, dan listrik. Kemudian, dokumen anggaran tersebut dianalisis dengan 
menggunakan analisis tren belanja subsidi energi dan belanja kompensasi dan analisis deviasi anggaran. Deviasi 
anggaran dinilai dengan mengadopsi dan memodifikasi skala PEFA (Public Expenditure and Financial 
Accountability)7. Adapun adopsi dan modifikasi skala PEFA adalah sebagai berikut:

7 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) adalah metodologi internasional untuk menilai kinerja pengelolaan Public 
Financial Management (PFM).  PEFA menyediakan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kekuatan dan kelemahan PFM, 
menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja. Kerangka PEFA mencakup laporan yang memberikan gambaran umum 
tentang sistem PFM dan pengukuran berbasis bukti terhadap 31 indikator kinerja. Pemerintah menggunakan PEFA untuk mendapatkan 
potret dari kinerja PFM mereka sendiri.

6  Critical Case Sampling yaitu teknik mengumpulkan kasus-kasus yang mungkin paling banyak memberi informasi tentang fenomena yang 
sedang diteliti/paling mungkin memberikan informasi.

5 UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Pasal 1,  
menjelaskan definisi nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik 
yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan, berukuran paling besar 10 (sepuluh) 
gross ton (GT).

Tabel 2 Modifikasi Skala PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability)

Skor  Keterangan Nilai Deviasi

A Realisasi belanja pemerintah nilainya sebesar 95% s/d 105% dari alokasi belanja yang disetujui

B
Realisasi Belanja Pemerintah yang Nilainnya sebesar 90% s/d <95% atau >105% s/d 110% dari 
alokasi belanja yang disetujui

C
Realisasi belanja pemerintah nilainya sebesar 85% s/d < 90% atau > 110% s/d 115% dari alokasi 
belanja yang disetujui.

D Realisasi belanja pemerintah nilainya sebesar <85% atau >115% dari alokasi belanja yang disetujui
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Sumber: Guidance for SNG PEFA Assesments, January 2020.

Untuk menjawab sasaran ketiga terkait identifikasi dampak yang dialami oleh nelayan kecil akibat pemberlakukan 
kebijakan Dakom JBT-S dilakukan melalui analisis nilai potential benefit loss dengan cara menghitung rerata kuota 
subsidi BBM JBT Solar untuk nelayan yang tidak terserap pada tahun 2016-2020, dikalikan nilai subsidi BBM JBT 
Solar. Dengan cara yang sama, dihitung pula nilai potential benefit loss dana kompensasinya. Kemudian nilai 
potential benefit loss subsidi dan kompensasi disandingkan serta dihitung berapa total nilainya.



5Riset Kredibilitas Anggaran Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu 
(JBT) Solar Untuk Nelayan

www.internationalbudget.org

2. Gambaran Umum Dana Kompensasi                
BBM JBT Solar 

2.1 Konsep Subsidi 

Penelitian ini mengkaji kredibilitas anggaran Dakom JBT-S. Secara konsep, istilah Dana Kompensasi ditemukan 
dalam teori subsidi. Dengan demikian penting untuk mengulas konsep subsidi secara teoritis. Adapun 
menstrukturkan konsep subsidi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peneliti dikarenakan definisi subsidi yang 
berbeda-beda. 

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya peran 
negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Skema ini 
kian penting tatkala negara (pemerintah) telah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi, 
sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, 
subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak 
kegagalan pasar (market failure). Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukkan bagi sektor ekonomi yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak (Yustika, 2008). Salah satu sumber yang dirujuk untuk menjelaskan tentang 
subsidi dijelaskan dalam gambar berikut ini: 

Gambar 1.  Hirarki Kriteria Kerangka Subsidi Pemerintah

Sumber: Kajian Kerangka Subsidi di Indonesia. Penulis Evi Noor Afifah, peneliti INDEF. Bisnis & Ekonomi Politik, Volume 9, Nomor 3, Juli 

2008.

Kerangka subsidi tersebut melihat subsidi dari enam kriteria yaitu: (1) tujuan pemberian subsidi adalah tujuan yang 
ingin dicapai melalui pemberian subsidi; (2) ketepatan pemberian subsidi adalah ketepatan pelaksanaan 
pemberian subsidi dengan yang telah direncanakan; (3) mekanisme pengajuan dan pencairan alur proses 
pengajuan subsidi dan pencairan dana subsidi; (4) jenis subsidi adalah penerima manfaat langsung subsidi; (5) 
dampak subsidi adalah efek yang ditimbulkan dari adanya pemberian subsidi; dan (6) harga keekonomian adalah 
nilai nominal tertentu yang ditentukan dengan metode tertentu yang akan menjadi salah satu dasar penentuan 
besaran subsidi.
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Definisi subsidi menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang berjudul Contemporary 
Economics adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) 
dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga, agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan 
beban penerima. Secara singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan (Soen, 2022). 

Sedangkan Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh 
pemerintah kepada produsen atau distributor di dalam suatu industri untuk menghindari penurunan kinerja 
industri yang bersangkutan, misalnya sebagai akibat dari operasi yang mengalami kerugian secara terus menerus, 
atau suatu peningkatan harga produk–produknya atau untuk mendorong industri tersebut untuk merekrut lebih 
banyak tenaga kerja seperti pada kasus subsidi upah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subsidi 
merupakan bantuan yang diberikan pemerintah (government transfer payment) kepada konsumen atau produsen 
agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. 
Subsidi merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi.

Dalam konteks Indonesia, subsidi dikategorikan menjadi dua bagian yaitu subsidi energi dan subsidi non energi. 
Subsidi energi terdiri dari: Subsidi BBM (Minyak Solar dan Minyak Tanah), Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik. 
Sedangkan yang termasuk subsidi non energi diantaranya meliputi: Subsidi Pajak Penghasilan ditanggung 
pemerintah (PPh DTP), Subsidi Bea Masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP), Subsidi Bunga KKP dan Energi, 
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP), Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR, Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi, 
Subsidi Kredit Sektor Peternakan, Subsidi Kredit Resi Gudang, Subsidi Pupuk, Subsidi PT. KAI, Subsidi PSO PT. 
PELNI, Subsidi PSO lainnya, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya, Subsidi Bunga KPR, dan Subsidi Bantuan Uang 
Muka Perumahan.8

8  Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019 Audited.

Tabel 3 Jenis Subsidi Berdasarkan Aspek, Tujuan, Ketepatan, Jenis, Mekanisme, Dampak dan Keekonomian

Aspek Deskripsi

Tujuan

• Tujuan subsidi  dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu; (1) untuk pemerataan; (2) untuk 
memenuhi kebutuhan dasar; (3) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan (4) untuk 
stabilisasi harga (Afifah, 2008).

• Tujuan subsidi yaitu membantu mekanisme pasar agar lebih baik dengan metode yang 
disediakan pemerintah untuk warga miskin serta kurang sanggup dan dengan mengoreksi 
mekanisme kegagalan pasar dengan menghasilkan efisiensi alokasi benda serta jasa (Triest, 
2009).

• Tujuan pemberian subsidi pemerintah secara umum adalah untuk menjaga kestabilan harga 
pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya, subsidi mampu membantu menurunkan 
harga produk barang atau jasa jadi di bawah harga normal. Sementara bagi pelaku usaha, 
asupan subsidi pemerintah bisa: mendorong produktivitas, meningkatkan daya kompetitif 
untuk ekspor produk dan jasa, dan menutupi kerugian yang diderita perusahaan untuk 
mencegah kebangkrutan (Widyawinata, 2023).

Dampak

Subsidi menyebabkan distorsi harga. Subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan 
mengakibatkan: (1) Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung menciptakan 
distorsi baru dalam perekonomian; (2) Subsidi menciptakan suatu inefisiensi; (3) Subsidi tidak 
dinikmati oleh mereka yang berhak. Pada dasarnya subsidi harus diberikan kepada penerima yang 
tidak mampu menanggung harga suatu barang/jasa; dengan demikian belanja subsidi memiliki 
batasan, yaitu: batasan dana (sumber APBN) dan batasan penerimanya (Basri, 2022).

Jenis

• Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan 
kepada konsumen/dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga 
barang. Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk 
membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh 
pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut (Suparmoko, 2003).



7Riset Kredibilitas Anggaran Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu 
(JBT) Solar Untuk Nelayan

www.internationalbudget.org

Jenis

• Pasal VI dan XVI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan secara khusus diatur 
dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1994. Dalam 
SCM Article 1.1 huruf a dan b dijelaskan subsidi merupakan bantuan keuangan dari pemerintah 
atau lembaga publik di wilayah negara anggota. Bentuk bantuan keuangan tersebut dibagi 
menjadi empat jenis, yaitu: (1) bantuan tunai langsung; (2) insentif fiskal, seperti pemotongan 
pajak; (3) bantuan dalam penyediaan komoditas atau jasa, selain infrastruktur atau pembelian 
komoditas; dan (4) membayar beban yang harus dikompensasikan oleh lembaga swasta 
(Wicaksono, 2019).

• Definisi subsidi menurut Erwan (2010) adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang 
atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum/public body. Kontribusi 
pemerintah tersebut dapat berupa antara lain: (1) penyerahan dana secara langsung, seperti 
hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas utang; (2) 
hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak), 
penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum atau pembelian barang; (3) pemerintah 
melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu 
badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. (4) Di samping 
hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan 
tersebut menimbulkan suatu keuntungan.

• Beberapa jenis subsidi menurut Afifah (2008) antara lain: (a) direct subsidies, (b) indirect 
subsidies, (c) labor subsidies, (d) tax subsidy, (e) production subsidies, (f) regulatory advantages, 
(g) infrastructure subsidies, (h) trade protection (import), (i) export subsidies (trade promotion), 
( j) procurement subsidies, (k) consumption subsidies, (l) tax breaks and corporate welfare, (m) 
subsidies due to the effect of debt guarantees.

Mekanisme

Mekanisme subsidi menurut Widyawinata (2023) yaitu:

• Subsidi langsung adalah penyerahan dana secara langsung kepada individu, kelompok, ataupun 
untuk suatu industri tertentu. Pembayaran dana bisa berupa dalam bentuk pinjaman, hibah, 
penyertaan, pemindahan dana, atau jaminan langsung atas utang. Di Indonesia, contoh subsidi 
langsung dari pemerintah adalah: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), 
Subsidi Kartu Indonesia Pintar (KIP), paket sembako alias bansos sembako, BLT untuk pelaku 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

• Subsidi tidak langsung adalah bentuk subsidi tak langsung dari pemerintah biasanya berupa 
pembiayaan program yang dijalankan pihak lain. Pelaksanaan subsidi tidak langsung biasanya 
berupa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi di 
bawah harga pasar. Sebagai contoh: subsidi BBM dan LPG 3 Kg, insentif tagihan listrik PLN, 
subsidi cicilan KPR  rumah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi pupuk dan benih untuk sektor 
pertanian. Pemotongan biaya ini bertujuan untuk membantu meringankan pengeluaran 
masyarakat sehari-hari. Selain itu, bantuan subsidi tidak langsung juga bisa berupa hilangnya 
pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal, misalnya keringanan pajak.

Efek subsidi dijelaskan oleh Afifah (2008) yang berdasarkan teori ekonomi dan dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
• Allocative effect, berkaitan dengan alokasi sumberdaya, pemerintah mengalokasikan sumber 

daya ke sektor tertentu yang dipandang memerlukan subsidi. 
• Redistributive effect, umumnya tergantung dari elastisitas permintaan kelompok masyarakat 

yang menggunakan barang yang disubsidi atau tergantung penawaran barang yang disubsidi.
• Fiscal effect, subsidi biasanya akan meningkatkan defisit fiscal karena penerimaan negara dari 

pajak berkurang. 
• Trade effect, subsidi tidak langsung berupa peraturan harga yang ditetapkan oleh pemerintah 

untuk menaikkan harga bahan baku tertentu akan mengurangi penawaran komoditi domestik 
dan akan meningkatkan impor. Sebaliknya jika subsidi diberikan pada pengusaha domestik, maka 
akan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. 
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Dampak

• Subsidi juga menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti terjadi alokasi sumber daya 
yang tidak efisien, sehingga mendorong pasar tidak kompetitif dan ada persaingan tidak 
sempurna, misalnya kebijakan pemerintah untuk mengontrol harga mendorong penurunan 
produksi dan merangsang tumbuhnya pasar gelap (black market).

Dampak positif subsidi menurut Ira (2023) yaitu:   

• Mendorong akses terhadap layanan dasar. Subsidi pada layanan dasar seperti pendidikan, 
perawatan kesehatan, atau air minum dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap 
layanan ini, terutama bagi yang kurang mampu; 

• Mendorong pertumbuhan ekonomi. Subsidi pada industri tertentu, terutama yang memiliki 
dampak besar pada perekonomian, dapat mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan 
menciptakan lapangan kerja baru; 

• Mengurangi ketidaksetaraan. Subsidi yang ditargetkan dengan baik dapat membantu 
mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkannya; 

• Stabilitas harga. Subsidi pada harga komoditas dasar seperti bahan bakar atau bahan 
makanan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan harga yang 
tajam; 

• Inovasi dan pengembangan. Subsidi penelitian dan pengembangan dalam industri tertentu 
dapat mendorong inovasi dan teknologi baru 

Keekonomian

• Menurut Leo Kusuma dalam Munawar (2013), tujuan produsen dalam melakukan produksi 
adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara harga pokok dan harga jual. Harga 
pokok adalah harga yang diperoleh dari komponen-komponen biaya dengan menggunakan 
metode perhitungan tertentu. Harga jual adalah besarnya harga pokok ditambah besarnya 
laba atau keuntungan yang dikehendaki. Harga jual biasanya ditentukan pula berdasarkan 
pertimbangan ekonomi, seperti harga persaingan atau harga pasar (market price) dan 
besarnya nilai manfaat atas produk. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
harga jual bisa memiliki dua pengertian, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh produsen 
atau harga jual yang mengikuti harga pasar (market price). Harga jual dalam arti ditetapkan 
atau ditentukan oleh produsen merupakan harga pokok ditambahkan besarnya keuntungan 
yang dikehendaki. Dengan demikian, pengertian subsidi berdasarkan pendekatan profit 
loss merupakan kebijakan atas penentuan harga jual yang besarnya sama dengan harga 
pokok. Dalam pendekatan profit loss ini, pihak produsen tidak mendapatkan keuntungan, 
tetapi tidak pula mengalami kerugian. Produsen dikatakan rugi apabila harga yang di jual di 
bawah harga pokoknya. Penghitungan harga pokok sudah memperhitungkan keseluruhan 
ongkos produksi yang dibayarkan oleh pihak konsumen

• Untuk menghitung harga keekonomian BBM, pemerintah sudah menetapkan rumusannya. 
Pada dasarnya, rumus untuk tiga kategori BBM itu serupa, tetapi tak persis sama. Intinya, 
harga keekonomian BBM merupakan gabungan antara harga dasar, margin, dan pajak. 
Harga dasar dibentuk oleh beberapa komponen, yakni: harga indeks pasar (HIP), biaya alpha 
yang terdiri dari biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan biaya perolehan kilang dalam 
negeri atau impor. Untuk menentukan HIP, sejak dulu sampai saat ini, Indonesia selalu 
menggunakan harga Mean of Platt Singapore (MoPS). Naik-turun harga minyak akan 
mempengaruhi harga MoPS, tetapi waktunya bisa saja tidak bersamaan, tergantung stok 
yang dimiliki. HIP kemudian ditambahkan komponen alpha, terdiri biaya distribusi, margin, 
biaya penyimpanan, dan biaya perolehan kilang. Pemerintah yang menentukan besaran 
komponen alpha ini. Menurut BPH migas, besarannya bisa mencapai 20 persen dari HIP. 
Jumlah HIP dengan komponen alpha yang kemudian disebut harga dasar. Harga dasar itu 
masih harus ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dari harga dasar dan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen. Untuk BBM khusus, 
pemerintah menambahkan biaya distribusi sebesar 2 persen dari harga dasar. Sedangkan 
untuk BBM umum seperti Pertalite dan Pertamax, Pertamina boleh menambahkan margin 
keuntungan 5-10 persen (Zuhra, 2017).
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Sumber: Data diolah oleh Peneliti Koalisi KUSUKA.

Berdasarkan definisi konsep subsidi dari beberapa literatur serta regulasi yang dikaji, maka Dakom JBT-S adalah 
subsidi yang berupa pembayaran dari pemerintah kepada produsen yaitu Badan Usaha, dikarenakan Badan Usaha 
tersebut diberikan penugasan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 66 Ayat 1 UU Nomor 19 
Tahun 2003 Tentang BUMN. Besaran subsidi yang diberikan kepada Badan Usaha dihitung dari selisih harga antara 
harga yang dihitung dengan formula (harga keekonomian) dan harga yang ditetapkan tanpa formula oleh Menteri 
ESDM. Artinya Dana Kompensasi ini setiap bulannya berubah (fluktuatif) dikarenakan harus menyesuaikan dengan 
harga minyak dunia. Tujuan diberikannya Dakom JBT-S kepada Badan Usaha adalah untuk menstabilkan harga 
barang (BBM) yang berdampak luas kepada masyarakat tertentu (sesuai target). Target sasaran masyarakat 
tertentu yang dimaksud adalah lima konsumen pengguna yang berhak diberikan subsidi BBM JBT Solar yaitu: 
usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, pelayanan umum, dan transportasi.9

Secara nomenklatur anggaran, Dakom JBT-S ditulis dalam Belanja Lain-lain (BA 999.08). Sedangkan Belanja Subsidi 
Energi (BBM Solar) ditulis dalam nomenklatur Belanja Subsidi (BA 999.07). Secara definisi, Belanja Lain-lain adalah 
pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan 
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.10 Merujuk kepada definisi tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan Dakom JBT-S sifatnya insidental (dilakukan pada waktu tertentu saja). 

Sedangkan definisi Belanja Subsidi adalah belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang 
memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, 
sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat.11  Dalam dokumen Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2016 dijelaskan 

9  Lima Konsumen Pengguna Subsidi BBM JBT Solar dijelaskan dalam Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan 
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
10  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK RI) Tahun 2020, Nomor 26b/LHP/XV/05/2021, Halaman 393.
11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK RI) Tahun 2020, Nomor 26b/LHP/XV/05/2021, Halaman 392.

• Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu, sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang 
Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 

1. Perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar di titik serah,       
untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (PBBKB); 

2. Perhitungan harga dasar merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya 
distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin; 

3. Perhitungan harga dasar untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar 
dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode 
tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan 
untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya;

4. Perhitungan subsidi mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau perubahannya;

5. Perhitungan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen);

6. Perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar (dilakukan 
pembulatan ke atas sebesar Rp50.00).
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bahwa nilai subsidi BBM solar sebesar Rp500/liter pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian berdasarkan Permen ESDM 
Nomor 40 Tahun 2018, nilai subsidi BBM solar sebesar Rp2.000/liter pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya nilai 
subsidi BBM solar Rp1.000/ liter pada tahun 2020. Artinya perhitungan nilai subsidi BBM JBT Solar ini tetap (fixed) 
tidak fluktuatif seperti Dakom JBT-S.  

Berdasarkan kajian data sekunder dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran subsidi BBM JBT Solar 
dibayarkan kepada badan usaha secara bulanan sesuai realisasi volume penyaluran subsidi BBM JBT Solar. 
Sedangkan Dakom JBT-S dibayarkan sekaligus atau bertahap sesuai hasil reviu/pemeriksaan auditor (Aparat 
Pengawasan Intern, BPKP, dan BPK) kemudian dibahas dalam Rakor tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri 
ESDM, dan Menteri BUMN).

Gambar 2. Dana Kompensasi BBM JBT Solar (Dakom JBT-S)

Sumber: Data diolah oleh Peneliti Koalisi KUSUKA.

2.2 Definisi Dana Kompensasi BBM 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha 
Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar, Pasal 1, Ayat 2, yang dimaksud dengan Dana 
kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana 
Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha 
akibat selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak 
khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan Harga Jual Eceran (HJE) jenis bahan bakar minyak 
tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang 
ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dana Kompensasi BBM terdiri atas: 1) Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu 
minyak solar, dan 2) Dana Kompensasi untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Adapun formula Dana 
Kompensasi BBM adalah sebagai berikut:
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Sumber: Data diolah oleh Peneliti Koalisi KUSUKA.

Jika terjadi kelebihan penerimaan, maka kebijakan penyelesaian atas kelebihan penerimaan Badan Usaha dapat 
berupa: 1) Pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau 2) 
Penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh Badan Usaha ke Kas Negara. Maka yang dimaksud dengan 
dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan 
badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga oleh pemerintah (Kemenkeu, 2022).

Riset kredibilitas anggaran Dana Kompensasi BBM yang dilakukan fokus pada jenis BBM JBT Solar yang target 
penerima manfaatnya adalah nelayan. 

2.3 Konteks Kebijakan Subsidi dan Dana Kompensasi

Gambar 3. Sejarah Pemberian Subsidi dan Kompensasi Energi di Indonesia

Sumber: peraturan.bpk.go.id, jdih.kemenkeu.go.id dan berbagai sumber lainnya.

Tabel 4. Perhitungan Formula Kompensasi BBM

DK BBM Solar = SHsolar X Vsolar DK BBM JBKP = SHJBKP X VJBKP

Keterangan

• DK BBM solar: Dana Kompensasi BBM jenis 
bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas 
oil).

• SHsolar: selisih antara harga jual eceran jenis 
bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas 
oil) berdasarkan perhitungan formula clan harga 
jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu 
minyak solar (gas oil) tidak berdasarkan 
perhitungan formula yang ditetapkan oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

• Vsolar: volume bahan bakar minyak jenis bahan 
bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil).

Keterangan

• DK BBMJBKP: Dana bahan Kompensasi 
BBM jenis bakar minyak khusus penugasan.

• SHJBKP: selisih antara harga jual eceran 
jenis bahan bakar minyak khusus 
penugasan berdasarkan perhitungan 
formula clan harga jual eceran jenis bahan 
bakar minyak khusus penugasan tidak 
berdasarkan perhitungan formula yang 
ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

• VJBKP: volume bahan bakar minyak jenis 
bahan bakar minyak khusus penugasan.

„ 
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Tahun 2014 merupakan momentum reformasi anggaran subsidi BBM yang dimulai di era Presiden Jokowi melalui 
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran (HJE) 
Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM yang semula bersifat floating (subsidi mengambang) menjadi fixed (subsidi tetap). 
Perpres ini kemudian menjadi acuan hukum pemberian kompensasi bagi Badan Usaha Niaga BBM dan Gas yang 
mendapatkan mandat penugasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar 
Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Permasalahan Dana Kompensasi kembali mencuat setelah Presiden Jokowi 
mengumumkan opsi kebijakan penyesuaian pada 3 September 2022. Jokowi menyampaikan, "Ini adalah pilihan 
terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini 
mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang 
lebih tepat sasaran" (Kemenkeu, 2022). 

2.4 Pemetaan Koordinasi dan Peran Aktor dalam Proses Kebijakan Dana Kompensasi JBT Solar

Gambar 4. Peta Pemangku Kepentingan, Alur Koordinasi dan Perannya dalam Proses Penetapan Kebijakan Dana 
Kompensasi JBT Solar

Sumber: Data diolah oleh Peneliti Koalisi KUSUKA dari PMK Nomor 159/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas 

Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik.
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Keterangan gambar:

Pemetaan aktor di atas diolah penulis dari beberapa regulasi dalam satu peta koordinasi antar aktor. Peneliti 
kesulitan untuk mendapatkan time frame yang utuh dikarenakan tidak ada informasi yang cukup jelas terkait waktu 
pembahasan Dakom JBT-S. 

Tiga menteri (Kemenkeu, BUMN, dan ESDM) memegang peranan penting melalui rapat koordinasi tiga menteri 
dalam penetapan Kebijakan Dana Kompensasi  BBM. Proses penetapan ini diawali dengan Menteri Keuangan 
memberi arahan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum 
Negara (PPA BUN) untuk memulai proses penyusunan usulan alokasi Dana Kompensasi. Proses dimulai dengan 
pengumpulan data dari KPA BUN (Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara). Data ini berupa usulan 
alokasi dari badan usaha terkait seperti Pertamina dan AKR, yang telah melalui pertimbangan Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). KPA BUN, dengan merujuk pada data yang diterima, menyusun usulan dan 
dokumen pendukung yang kemudian diajukan kepada DJA PPA-BUN.

Hasil dari rapat koordinasi tersebut merupakan dasar bagi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Secara bersamaan, surat resmi dari 
Menteri Keuangan mengenai jumlah alokasi dana tersebut disampaikan kepada badan usaha terkait. KPA BUN juga 
bertanggung jawab menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) serta 
membuat keputusan mengenai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM). 

Tabel 5. Peran Aktor dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Kompensasi BBM

Proses Penjelasan

Perencanaan

1. Perencanaan dan penganggaran untuk pembayaran Dana 
Kompensasi  berdasarkan kapasitas fiskal pemerintah setiap 
tahunnya. 

2. Dana Kompensasi dapat ditagihkan setiap triwulan oleh badan usaha 
kepada pemerintah berdasarkan hasil reviu Itjen Kementerian 
Keuangan di TW I dan III, dan BPKP di TW II dan IV. 

3. Pembayaran belanja lain-lain Dana Kompensasi dari pemerintah 
tergantung pada kondisi kemampuan keuangan negara sesuai 
ketersediaan anggaran.

4. Pengalokasian Dana Kompensasi dalam APBN dan/atau APBN 
Perubahan dialokasikan pada BA 999.08.

5. Menteri Keuangan menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat 
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai KPA (Kuasa 
Pengguna Anggaran) BUN Dana Kompensasi.

6. Perhitungan Dana Kompensasi BBM jenis bahan bakar minyak 
tertentu minyak solar (gas oil) dihitung dengan formula sebagai 
berikut:

7.  DK (Dana Kompensasi) BBM solar = SH (Selisih Harga) solar X V 
(Volume) solar.
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Sumber: Data diolah oleh Peneliti Koalisi KUSUKA dari regulasi dan jawaban informan.

Penganggaran

1. Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana 
Kompensasi, KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Rencana 
Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dengan dilampiri 
dokumen pendukung.

2. Berdasarkan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi, PPA 
(Pembantu Pengguna Anggaran) BUN BA 999.08 melakukan 
penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan 
alokasi Dana Kompensasi dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pengambilan Keputusan

1. Nilai final Dana Kompensasi ditentukan oleh keputusan Menteri 
Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan 
Menteri BUMN berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. 

2. Dana Kompensasi tahun berjalan yang belum dibayarkan oleh 
pemerintah akan menjadi utang Dana Kompensasi. 

3. Pemerintah setiap tahunnya membuat mapping pelunasan utang 
kompensasi beberapa tahun kedepan untuk keperluan 
penganggaran pembayaran utang sesuai kapasitas fiskal tahun 
berjalan. 

4. Pembayaran utang Dana Kompensasi tergantung pada kondisi 
kemampuan keuangan negara dan ketersediaan anggaran..
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3. Temuan Hasil Penelitian Tata Kelola Dana 
Kompensasi BBM untuk Nelayan

3.1 Analisis Regulasi Dana Kompensasi BBM

3.1.1 Fragmentasi Regulasi Dakom JBT-S 

Ada beberapa indikasi yang menunjukkan terjadinya fragmentasi regulasi dalam kebijakan Dakom JBT-S yaitu:

Pertama, terjadinya perbedaan pendapat dari para informan pada sesi wawancara terkait latar belakang lahirnya 
kebijakan Dakom JBT-S. Pandangan ketiga lembaga terhadap asal regulasi sebagai latar belakang kebijakan belum 
sama. Melalui jawaban tertulis, BPK RI menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya kebijakan Dakom JBT-S sejak 
tahun 2014 itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 
Tahun 2014. Sedangkan BPH Migas menjelaskan, kebijakan itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan PMKNomor 227/PMK.02/2019, tentang Tata 
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan 
Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik. 

Selanjutnya Kementerian BUMN mengatakan bahwa kebijakan Dakom JBT-S ditetapkan oleh Pemerintah sejak 
tahun 2015, melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual  
Eceran Bahan Bakar Minyak yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden  Nomor 43 Tahun 2018 dan baru 
efektif terlaksana pemberian Dana Kompensasi sejak tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kementerian/
badan ini belum memiliki pandangan yang sama terkait latar belakang lahirnya kebijakan Dakom JBT-S.

Kedua, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan BPK atas kegiatan pendistribusian 
Subsidi Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Penugasan, dan LPG 3 Kg tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan pola 
permasalahan yang sama antara lain: 1) Operational Losses (kerugian operasional) yang diakibatkan berkurangnya 
volume BBM dalam proses operasional (misalnya penguapan selama pengiriman/penyimpanan BBM) seringkali 
melebihi ambang batas yang ditentukan; 2) Ketidaktepatan volume BBM; 3) Penyaluran tidak sesuai peruntukan 
dan maladministrasi; 4) Kelebihan dan atau kekurangan bayar atas penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM 
Khusus Penugasan; 5) Lemahnya tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan baik pada instansi 
pemerintahan maupun badan usaha penyalur dengan jaringan sub-penyalur di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 
masih belum optimalnya koordinasi di antara kementerian/badan yang mengatur Dakom JBT-S.

Ketiga, kurangnya transparansi dalam sistem perencanaan dan penganggaran Dana Kompensasi BBM. Anggota 
Komisi VII DPR RI Mulyanto berpendapat, “Sistem kompensasi seperti sekarang terkesan kurang transparan karena 
kuota volume pertalite ditetapkan sepihak oleh pemerintah tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPR. Sehingga 
pengawasan DPR menjadi tidak akurat. Lalu di ujung tahun tiba-tiba operator, dalam hal ini Pertamina, melaporkan 
kekurangan kuota pertalite termasuk juga solar. Berbeda dengan BBM jenis solar yang kuota volume subsidinya 
ditetapkan oleh DPR”. Hal ini menunjukkan bahwa DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran 
masih lemah melakukan fungsinya terhadap kebijakan Dana Kompensasi BBM.

3.1.2 Dana Kompensasi BBM dan Belanja Subsidi BBM ditempatkan dalam nomenklatur anggaran yang berbeda, 
padahal esensinya sama yaitu Subsidi Energi

Meski berbeda dalam penamaan, Dakom BBM termasuk Beban Subsidi Energi yang harus ditanggung oleh negara. 
Pada dasarnya Subsidi BBM dan Dakom BBM merupakan bagian dari Beban Subsidi Energi yang ditanggung oleh 
negara sebagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok pengguna tertentu seperti nelayan kecil, petani kecil, 
dan pelaku UMKM.



16Riset Kredibilitas Anggaran Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu 
(JBT) Solar Untuk Nelayan

www.internationalbudget.org

Berdasarkan PMK Nomor. 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi 
sebelum akhirnya dicabut melalui PMK Nomor. 179/PMK.05/2021, menyebutkan bahwa belanja subsidi terdiri atas: 
1) Beban subsidi; 2) Belanja subsidi dan 3) Aset dan kewajiban terkait transaksi belanja.

Dakom BBM tidak secara langsung tersurat pada ketentuan umum PMK Nomor 264/PMK.05/2014 namun petunjuk 
mengenai kompensasi BBM kepada badan usaha tercantum dalam pasal 8 ayat (1) dan (7) serta pasal 9 ayat              
(1) berikut:

● Piutang subsidi timbul akibat perhitungan selisih lebih antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada 
tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga 
tertentu pada periode yang sama (Pasal 8 Ayat 1 PMK Nomor 264/PMK.05/2014).

● Pengurangan atau penghapusan nilai piutang subsidi pada neraca berdasarkan dokumen pelunasan 
berupa surat setoran ke rekening kas negara, dokumen perjanjian kompensasi penyaluran subsidi, atau 
dokumen penyelesaian piutang negara yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang 
piutang negara (Pasal 8 Ayat 7 PMK Nomor  264/PMK.05/2014).

● Utang subsidi timbul akibat perhitungan selisih kurang antara pembayaran subsidi oleh pemerintah pada 
tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga 
tertentu pada periode yang sama. (Pasal 9 Ayat 1 PMK Nomor  264/PMK.05/2014).

Dengan kata lain Dakom BBM dihitung berdasarkan perhitungan, verifikasi, dan rekonsiliasi terkait penyaluran 
Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan. Nilai utang dan piutang tersebut dapat dilakukan penyesuaian 
berdasarkan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan/atau Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Pada praktiknya, proses verifikasi dan rekonsiliasi utang dan piutang subsidi merupakan proses 
yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga pembayaran Dakom BBM  baru dapat dibayarkan pada 
tahun anggaran berikutnya. Konsekuensinya, secara administrasi keuangan, pembayaran Dakom BBM dicatat 
sebagai Belanja Lain-Lain Bagian Anggaran 999.08.  Implikasi dari nomenklatur Dakom BBM 999.08 adalah 
lemahnya kepastian pengalokasian Dakom BBM tiap tahun dikarenakan sifatnya insidental dan disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan negara. Padahal dari sisi jumlah, Dakom BBM lebih besar daripada subsidi BBM. 

Tabel 6. Perbandingan Definisi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain12

12  Pada tahun 2014 ketentuan mengenai Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain diatur dalam peraturan terpisah yaitu PMK Nomor  264/
PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan PMK Nomor  265/PMK.05/2014 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain. Pada tahun 2021 kedua PMK tersebut dicabut melalui PMK Nomor  179/
PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

Jenis 2014 2021

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Belanja Subsidi Bagian 
Anggaran 999.07 yang selanjutnya disebut 
Belanja Subsidi adalah pengeluaran 
pemerintah yang diberikan kepada 
perusahaan/lembaga tertentu yang 
bertujuan untuk membantu biaya produksi 
agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan 
dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999. 07 yang 
selanjutnya disebut Belanja Subsidi adalah 
alokasi anggaran yang diberikan pemerintah 
kepada perusahaan negara, lembaga 
pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang 
memproduksi, menjual, mengekspor, atau 
mengimpor barang dan/atau jasa untuk 
memenuhi hajat hidup orang banyak 
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat 
dijangkau oleh masyarakat.

Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-Lain Bagian Anggaran 999.08 
yang selanjutnya disebut Belanja Lain-Lain 
adalah pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak 
diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana 
sosial, dan pengeluaran tidak terduga 
lainnya yang sangat diperlukan dalam 
rangka penyelenggaraan kewenangan 
pemerintah. 

Belanja Lain-Lain Bagian Anggaran 999.08 
yang selanjutnya disebut Belanja Lain-Lain 
adalah pengeluaran negara untuk pembayaran 
atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk 
dalam kategori belanja pegawai, belanja 
barang, belanja modal, belanja pembayaran 
kewajiban utang, subsidi, belanja hibah, dan 
belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak 
sebelumnya dan tidak dapat diprediksi.

https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/bf84a1d1-0184-4978-760b-08d9bf54c8e6
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Sumber: PMK Nomor  264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan PMK Nomor 265/

PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain. Pada tahun 2021 kedua PMK tersebut dicabut melalui 

PMK Nomor  179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

3.1.3. Terjadinya Ambiguitas Pemahaman Masyarakat dan Legislatif tentang Dana Kompensasi BBM

Penting bagi publik untuk memahami ‘permainan bahasa’ Dakom BBM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
pemisahan kode anggaran Belanja Subsidi BBM dan Dakom BBM (yang masuk dalam Belanja Lain-Lain) menjadi 
penyebab ambiguitas pemahaman publik bahkan anggota legislatif terhadap Dakom BBM.

Gambar 5. Tangkapan layar akun instagram salah satu anggota DPR terkait Dana Kompensasi BBM

Sumber: Media sosial instagram riekediahp (Anggota DPR RI dari PDIP)

Secara prosedur perencanaan penganggaran, anggaran subsidi BBM dibahas dan disetujui bersama antara 
pemerintah dan DPR melalui sidang penetapan APBN atau Perubahan APBN di pertengahan tahun. Di sini, objek 
anggaran yang dibahas untuk disetujui adalah Belanja Subsidi tetap di bawah Program Pengelolaan Subsidi dengan 
kode rekening 999.07. Sementara Dakom BBM berada di Belanja Lain-Lain dengan kode rekening 999.08 yang 
secara normatif tidak dapat diprediksi besarannya. Meskipun dari sisi realisasi anggaran, besaran Dakom BBM 
selalu lebih besar jika dibandingkan realisasi Belanja Subsidi (lihat Bab Analisis Anggaran).

3.1.4. Minimnya Peran Pengawasan Lembaga Legislatif terhadap Dana Kompensasi BBM

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  Pasal 69 Ayat 1 menyatakan: Dewan Perwakilan Rakyat 
memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Pasal 70 Ayat 1, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. Pasal 70 Ayat 2, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan 
atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 
Presiden. Pasal 70 Ayat 3, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
dan APBN.

Terkait Dakom BBM, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut melekat pada penetapan RUU APBN dan Perubahan APBN 
sesuai tahapan siklus perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, pemahaman anggota legislatif terkait 
nomenklatur Dakom BBM menjadi poin penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Selama ini, perhatian utama 
anggota DPR lebih banyak pada harga jual BBM, jumlah kuota, besaran Belanja Subsidi, dan implementasi 
penyaluran BBM Subsidi. Perhatian DPR terhadap besaran Dakom BBM mengemuka pada tahun 2022 lalu setelah 
pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM. 

Dari sudut pandang regulasi, penetapan harga jual eceran BBM merupakan kewenangan Pemerintah sesuai 
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan 
Bakar Minyak.

Jika dilihat dari perbedaan karakteristik nomenklatur Belanja Subsidi dan Dakom, praktis hanya Belanja Subsidi 
yang dapat direncanakan, dibahas, dan disetujui karena bersifat tetap. Sementara Dakom bersifat mendesak dan 
tidak dapat diprediksi. 
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3.2 Hasil Analisis dalam Tahapan Perencanaan Penganggaran dan Aktor Dana Kompensasi BBM 

3.2.1 Menteri ESDM Terlalu Lama Tidak Menyesuaikan HJE Penetapan dengan Harga Keekonomian

Dalam Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Energi Dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 2 
Ayat 4 menyatakan: Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan atau 
apabila dianggap perlu Menteri dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan. Kemudian 
Pasal 6A menyatakan: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan pedoman teknis tentang tata cara 
penghitungan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus 
Penugasan. 

Namun pada praktiknya, Menteri ESDM terlalu lama tidak menyesuaikan HJE Penetapan dengan Harga 
Keekonomian, hal ini sesuai dengan temuan analisis anggaran di Bab 3, sebagaimana terlihat pada Grafik 4 
Dinamika HJE Formula dan HJE Penetapan sebagai berikut:

Sumber: Audit BPK RI dengan Tujuan Tertentu Subsidi BBM, 2016-2020 diolah oleh peneliti.

Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan HJE sebesar Rp5.150/liter minyak solar sejak April 
2016 dan hingga akhir 2020 belum dilakukan penyesuaian. Akibatnya hampir sebagian besar terdapat selisih kurang 
yang harus ditanggung oleh badan usaha, baik PT Pertamina maupun PT AKR Corporindo.

Selanjutnya dalam dokumen Audit BPK Terhadap Kegiatan Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan          
PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Solar/Biosolar dan 
JBKP Tahun 2020, dinyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran JBT Minyak Solar dan JBKP 
berbeda dengan perhitungan formula, sehingga pada tahun 2020 Pertamina mengalami kekurangan penerimaan 
atas penjualan JBT Minyak Solar dan kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP. Sedangkan PT AKR Corporindo 
Tbk mengalami kelebihan penerimaan atas penjualan JBT Minyak solar. 

3.2.2 Keterlambatan Proses Verifikasi Volume Subsidi BBM 

Berdasarkan PMK Nomor 159 /PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 159/PMK.02/2021 Tentang Tata 
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan 
Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik, Pasal 18 Ayat 5, 
menyatakan  bahwa dalam hal data volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar dan/atau 
jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan 
Gas Bumi untuk bulan Desember tahun anggaran berjalan dan Triwulan IV tahun anggaran berjalan belum tersedia, 
perhitungan Dana Kompensasi dapat menggunakan data volume penyaluran dari Badan Usaha.

Selanjutnya dalam Pasal 31 menyatakan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi besaran Dana Kompensasi 
BBM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyampaikan hasil verifikasi volume penyaluran jenis bahan 
bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan kepada KPA 
BUN Dana Kompensasi setiap bulan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya. 
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Kemudian Pasal 30 Ayat 2 menyatakan bahwa Badan Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan 
penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan 
bakar minyak khusus penugasan yang dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

Dari jawaban tertulis BPH Migas dijelaskan bahwa hambatan yang dihadapi BPH Migas dalam melakukan proses 
verifikasi volume JBT Solar, secara umum berupa: 1) Keterlambatan penyampaian laporan penyaluran JBT Minyak 
Solar oleh Badan Usaha sebagai dasar objek yang akan diverifikasi;   2) Keterbatasan waktu dan sumber daya 
manusia dalam pelaksanaan verifikasi mengingat banyaknya jumlah data penyaluran JBT Minyak Solar, dimana 
penyampaian hasil verifikasi volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau 
jenis bahan bakar minyak khusus penugasan kepada KPA BUN Dana Kompensasi setiap bulan paling lambat 
tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya. Hal ini menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk menyelesaikan 
verifikasi sebelum waktu tersebut. 

Adapun beberapa usulan BPH Migas untuk mengatasi hambatan tersebut berupa: 1) Penyampaian laporan 
penyaluran JBT Minyak Solar oleh badan usaha agar menjadi lebih awal dari sebelumnya; 2) Perubahan waktu 
penyampaian hasil verifikasi ke Kementerian Keuangan lebih mundur (setelah tanggal 18 (delapan belas); 3) 
Peningkatan jumlah dan kemampuan SDM untuk melakukan verifikasi volume; dan 4) Penggunaan sistem IT agar 
penyaluran JBT Minyak Solar menjadi lebih tepat sasaran sehingga verifikasi menjadi lebih efektif dan efisien.13

Terjadinya keterlambatan penyampaian laporan penyaluran subsidi BBM JBT Minyak Solar oleh badan usaha 
sebagai dasar objek yang akan diverifikasi oleh BPH Migas akan mengakibatkan keterlambatan BPH Migas 
menyampaikan hasil verifikasi volume penyaluran subsidi BBM JBT Solar kepada KPA BUN Dana Kompensasi. 

3.2.3 Nomenklatur Anggaran Dakom JBT-S di Belanja Lain-lain Berimplikasi Terhadap Ketidakpastian dan 
Keterlambatan Pembayaran Dakom JBT-S 

Berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 159/PMK.02/2021 Tentang Tata 
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan 
Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik, Pasal 16 Ayat 1 
dinyatakan bahwa: pembayaran Dana Kompensasi kepada badan usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau 
bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 

Kemudian berdasarkan ketentuan mengenai Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain yang diatur dalam peraturan 
terpisah yaitu PMK Nomor 264/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi 
dan  PMK Nomor 265/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain. 
Selanjutnya, pada tahun 2021 kedua PMK tersebut dicabut melalui PMK Nomor 179/PMK.05/2021 Tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain. Perbedaan definisi Belanja Subsidi dan 
Belanja Lain-Lain dijelaskan dalam Tabel 6 Perbandingan Definisi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

Implikasi dari ketentuan peraturan hukum ini bisa menjadi masalah bagi kesehatan keuangan badan usaha ke 
depan, karena tidak ada indikator yang spesifik dan jelas terkait besaran pembayaran yang harus dibayarkan. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero dalam laman berita Kompas.
com, "Yang disubsidi pemerintah itu fiks hanya Rp500 per liter. Sisanya dibayarkan melalui kompensasi yang penuh 
ketidakpastian. Pertamina mengeluarkan uang dulu, ini berpengaruh ke cash flow perusahaan," ujar Nicke, dalam 
Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022).

Menurut Nicke, ketika konsumen menemukan perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM nonsubsidi yang 
besar, maka tidak bisa dimungkiri pergeseran atau shifting konsumsi ke produk bersubsidi akan terjadi sehingga 
pada akhirnya bakal membebani APBN. "Tapi kan hari ini subsidinya tidak tepat sasaran. Makanya, hari ini jadi 
masalah. Solusi permanennya, sebaiknya memang subsidi langsung. Sehingga tepat sasaran," kata dia. 

13  Berdasarkan jawaban tertulis BPH Migas terhadap wawancara peneliti.
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Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menuturkan jika 
pemerintah tidak segera membantu Pertamina maka perusahaan migas plat merah itu akan semakin terbebani 
apalagi pemerintah juga memutuskan untuk menahan harga BBM yang paling banyak di konsumsi masyarakat 
yakni pertalite dan pertamax. "Komisi VII mendesak pemerintah agar kompensasi kepada Pertamina yang bernilai 
Rp 100 triliun segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas Pertamina yang dapat mengganggu pengadaan 
dan penyaluran BBM nasional," ungkap Eddy dalam RDP (Ika, 2022).

Kemudian dalam Acara FGD Penyampaiaan Draf Awal Penelitian Dakom JBT-S, perwakilan dari PT Pertamina Patra 
Niaga menyampaikan bahwa “Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran Dana Kompensasi BBM pasti akan 
berpengaruh terhadap cash flow Badan Usaha, sementara penugasan tetap terus berjalan. Dengan demikian untuk 
tetap menjaga penyaluran, sembari atau paralel mengusahakan untuk pembayaran Dana Kompensasi BBM. Oleh 
karena itu, untuk saat ini sebenarnya dari kementerian Keuangan itu sudah memperbaiki setiap 3 bulan secara 
bersama untuk verifikasinya sebagai dasar untuk pembayaran Dana Kompensasi baik itu JBT maupun JBKP 
sebagai bagian dari penyelesaian hambatan”.14

Implikasi dari dua peraturan hukum tersebut adalah ketidakpastian dan keterlambatan pembayaran Dakom JBT-S. 
Dari hasil wawancara dengan PT Pertamina Patra Niaga secara online via zoom meeting dengan Tim Peneliti Koalisi 
KUSUKA, disimpulkan beberapa rekomendasi yang disampaikan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi 
keterlambatan pembayaran Dana Kompensasi BBM adalah: Pertama, DIPA Dana Kompensasi BBM (selisih HJE) 
agar dapat dianggarkan pada mata anggaran tersendiri di APBN, seperti halnya subsidi BBM, sehingga nilai 
anggaran Dana Kompensasi BBM dapat diketahui secara jelas setiap tahunnya. Kedua, proses reviu pembayaran 
Dana Kompensasi BBM agar dilakukan oleh satu auditor saja. Auditor dari kementerian Keuangan atau BPKP. Hal 
ini bertujuan untuk mempercepat proses reviu, menjaga kontinuitas data reviu, dan menghindari sudut pandang 
yang berbeda dari auditor. Ketiga, agar dijadwalkan secara rutin untuk koordinasi tiga menteri tentang Dana 
Kompensasi BBM. Tiga menteri yang menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM yaitu Menteri Keuangan, 
Menteri ESDM, dan Menteri BUMN. Ketiga hal ini adalah harapan. Tentunya kebijakan yang terbaik akan diambil 
oleh pemerintah. Kita mengikuti tata cara yang ditetapkan pemerintah.15

3.2.4 Keterbatasan Ruang Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Kebijakan Dakom JBT-S

Dari hasil analisis peraturan hukum Dakom JBT-S  yang dilakukan dari mulai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 
2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri  ESDM RI 
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, PMK RI Nomor 159/
PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha, 
tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Dakom JBT-S. Dalam 
PMK Nomor 159 /PMK.02/2022 lebih menitikberatkan peran aktor dari kementerian/badan, namun stakeholders 
kelompok masyarakat sipil  maupun penerima manfaat subsidi BBM JBT Solar yaitu lima konsumen pengguna 
subsidi BBM JBT Solar yaitu transportasi, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum 
tidak diatur ruang mereka untuk berpartisipasi dalam Dakom JBT-S misalnya melalui: konsultasi publik, 
penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

Di sisi lain, ada UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 96 yang mengatur tentang hak masyarakat untuk 
memberikan masukan dalam peraturan perundangan.

15  Disarikan dari penjelasan PT Pertamina Patra Niaga dalam wawancara online via zoom meeting dengan Tim Peneliti Koalisi KUSUKA, 
tanggal 20 Juli 2023. Tim dari PT Pertamina Patra Niaga yang hadir yaitu: Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Corporate Secretary, Probo 
Prasiddhahayu, Manager Non-Government Relation, Bayu Prasetyo, Noviani DC, Irto Petrus Ginting, Vina Febria, Abraham Sapulete (Bram).

14  Pernyataan ibu Vina (Pertamina Patra Niaga) dalam FGD Penyampaiaan Draf Awal Penelitian Dakom JBT-S Koalisi Kusuka 21 Agustus 
2023. 
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Pasal 96 Ayat 1: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 96 Ayat 2: Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, 
lokakarya, dan/atau diskusi. 

Pasal 96 Ayat 3: Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau 
kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 96 Ayat 4: Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Masih dalam undang-undang yang sama, Pasal 8  Ayat 1 menyatakan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau 
yang setingkat.  

Kebijakan Dakom JBT-S diturunkan melalui Perpres, Permen, dan PMK seharusnya memberikan ruang partisipasi 
kelompok masyarakat dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Dakom 
JBT-S, sesuai dengan makna partisipasi yaitu bagaimana publik berperan secara optimal dalam siklus kebijakan 
publik, baik dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

3.2.5 Rendahnya Transparansi Informasi Terkait Anggaran Dakom JBT-S

Transparansi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari UU ini 
dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang 
baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta 
dapat dipertanggungjawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang 
banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g) meningkatkan 
pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 
berkualitas.

Dakom JBT-S adalah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk nelayan kecil. Kemudian jika 
dilihat dari belanja di APBN, subsidi BBM JBT-S dan Dakom JBT-S merupakan belanja yang besar, sehingga peran 
publik untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan ini harusnya terbuka, termasuk ketika publik ingin 
mengetahui data anggaran Dakom JBT-S.

Namun jika menilik pengalaman dari salah satu anggota Koalisi KUSUKA saat mengajukan permohonan data 
Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Lain-lain pada BA 999.08 tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, 
kenyataannya berbeda. Pengajuan permohonan data tersebut ternyata ditolak oleh Sekretaris Direktorat Jenderal 
Anggaran Selaku PPID Tingkat 1 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dengan alasan bahwa 
informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Sedangkan jika kita merujuk 
pada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang RKA K/L dan DIPA sebagai informasi 
publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik, bahwa dokumen tersebut bukan 
merupakan informasi yang dirahasiakan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ternyata transparansi informasi 
anggaran Dakom JBT-S masih rendah.
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3.3 Hasil Analisis Deviasi Anggaran Dana Kompensasi Energi dan/atau BBM JBT Solar 

3.3.1 Tren Belanja Subsidi Energi yang Menurun dan Belanja Kompensasi yang Naik

Porsi belanja subsidi energi terkesan mengalami tren penurunan sejak Presiden Jokowi melakukan reformasi 
subsidi energi pada tahun 2015. Namun ternyata tren tersebut bukan gambaran sebenarnya sebab pemerintah 
justru harus membayar Dana Kompensasi Energi (BBM dan Listrik) yang dialokasikan pada belanja lain-lain dimana 
porsinya pada tahun 2022 sebesar 3 kali lipat dari belanja subsidi energi.

Grafik  1. Tren Belanja Subsidi Energi dan Belanja Kompensasi

Sumber: Data diolah peneliti dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014-2022.

3.3.2 Deviasi Dana Kompensasi Energi Tahun 2020 Sebesar 607%

Penelitian ini belum berhasil mendapatkan data alokasi dan realisasi Dana Kompensasi JBT Solar. Oleh karena itu, 
untuk menilai kredibilitas anggaran Dana Kompensasi BBM akan dilihat dengan pendekatan data alokasi dan 
realisasi Dana Kompensasi Energi, yang merupakan total Dana Kompensasi JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) Solar, 
JBT Minyak Tanah, JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) dan Listrik. 

Catatan: Nilai di atas merupakan gabungan alokasi kompensasi tarif listrik dan HJE BBM. Realisasi Belanja Kompensasi BBM merupakan 

realisasi pembayaran untuk Pertamina dan AKR Corporindo (sudah termasuk dengan PPN dan PBBKB).

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan BPK RI Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Perhitungan Kelebihan 

(Kekurangan) Penerimaan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Solar/Biosolar dan 

JBKP Tahun 2020.

Tabel 7 Deviasi Dana Kompensasi Energi  (Listrik dan HJE BBM) (Rupiah)

Tahun 2020

DIPA Induk                     
22-April 2020

Realisasi Deviasi Skor

Pengelolaan Dana 
Cadangan Pembayaran 
Kompensasi Tarif Listrik 
dan HJE BBM

15,000,000,000,000 91,079,999,999,999 607% D
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja Dana Kompensasi Energi (Listrik dan HJE BBM) yang direalisasikan 
lebih besar dari belanja yang ditetapkan pada DIPA BUN tahun 2020, dengan demikian terjadi deviasi 607% dengan 
skor D yang merujuk kepada indikator PEFA. Dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja Dana Kompensasi Energi 
(Listrik dan HJE BBM) tidak kredibel. 

3.3.3 Deviasi Besar Karena Akumulasi Utang Pembayaran Dana Kompensasi Pada Tahun-tahun Anggaran 
Sebelumnya.

Deviasi Dana Kompensasi Energi tahun 2020 terlalu besar karena pola pembayaran tagihan dari badan usaha yang 
sudah diverifikasi tidak membayar sekaligus pada tahun yang berjalan, sehingga menjadi utang pemerintah ke 
badan usaha yang akan dituntaskan pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut terlihat pada gambaran 
pembayaran tagihan BBM JBT Solar dari dua badan usaha yang ditunjuk sebagai penyalur pada tabel di bawah ini.

Sumber:  Laporan BPK RI Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan PT 

Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Solar/Biosolar dan JBKP Tahun 2020.

3.3.4 Akumulasi Utang Dakom JBT-S Terjadi karena Pemerintah Tidak Membayar Tepat Waktu Pada Tahun yang 
Berjalan.

Pada tabel di atas, tagihan dari dua badan usaha sebagai lembaga penyalur BBM JBT Solar pada tahun 2020, tidak 
serta-merta dibayarkan pada tahun berjalan, karena pemerintah masih mempunyai utang Dakom JBT-S pada 
tahun-tahun anggaran sebelumnya.

3.3.5 Persoalan Pembayaran Pemerintah karena Besarnya Dakom JBT-S sebagai Akibat Fluktuasi Harga Minyak 
Dunia dan Tidak Disesuaikannya HJE Sejak 2016.

Lonjakan kurang bayar Dakom JBT-S akibat selisih harga mulai terjadi sejak tahun 2017 dan memuncak pada tahun 
2018. Untuk tahun 2017, lonjakan terjadi karena volume minyak solar yang disalurkan meningkat tinggi. Sedangkan 
pada tahun 2018, lonjakan terjadi akibat dari besarnya kurang bayar Dakom JBT-S yang disebabkan oleh HJE 
Formula/keekonomian yang tinggi. Badan Usaha yaitu PT Pertamina dan PT AKR Corporindo mengikuti pola ini. 

Tabel 8. Pembayaran Tagihan BBM JBT Solar dari Badan Usaha

JBT  Minyak Solar PT  Pertamina PT  AKR Korporindo
Ex Tahun 2017 20,788,916,888,950 259,037,426,780
Ex Tahun 2018 29,312,490,670,766 400,425,792,541
Ex Tahun 2019 16,389,880,533,600 52,859,702,822
Tahun 2020 Audited 299,825,724,622 -15,896,355,382
Pembayaran 2020 (2)
Ex Tahun 2017 20,788,916,888,950 259,037,426,780
Ex Tahun 2018 24,204,638,418,629 400,425,792,541
Pembayaran 2020 (1-2)
Ex Tahun 2017
Ex Tahun 2018 5,107,852,252,137
Ex Tahun 2019 16,389,880,533,600 52,859,702,822
Tahun 2020 Audited 299,825,724,622 -15,896,355,382
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Grafik 2. Kurang Lebih Bayar Kompensasi JBT Solar dan Volume Solar (Rupiah) PT Pertamina

Sumber: Audit BPK RI dengan Tujuan Tertentu Subsidi BBM Tahun 2016-2020, diolah oleh peneliti.

Grafik 3. Kurang Lebih Bayar Kompensasi JBT Solar dan Volume Solar (Rupiah) PT AKR

. 

Sumber: Audit BPK RI dengan Tujuan Tertentu Subsidi BBM Tahun 2016-2020, diolah oleh peneliti.

Pada tahun 2020, PT AKR Corporindo mengalami lebih bayar karena HJE Formula/Keekonomian lebih kecil 
dibandingkan HJE Penetapan. Adapun PT Pertamina masih mengalami kurang bayar oleh karena jumlah volume 
yang disalurkan jauh di atas volume yang disalurkan PT AKR Corporindo.

Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, Pemerintah menetapkan HJE sebesar Rp5.150/liter minyak solar 
sejak April 2016 dan hingga akhir 2020 belum dilakukan penyesuaian. Akibatnya hampir sebagian besar terdapat 
selisih kurang yang harus ditanggung oleh Badan Usaha baik PT Pertamina maupun PT AKR Corporindo. 

Dinamika HJE Formula/keekonomian tertinggi mencapai Rp8.700/liter minyak solar pada November 2018 dan 
terendah sebesar Rp3.150/liter minyak solar pada Juni 2020.  

Grafik 4. Dinamika Perbedaan HJE Formula dan HJE Penetapan 

Sumber: Audit BPK RI dengan Tujuan Tertentu Subsidi BBM Tahun 2016-2020, diolah oleh peneliti.
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Selama periode 2016-2020 terdapat perbedaan harga jual eceran (HJE) formula atau keekonomian dan penetapan 
yang menyebabkan badan usaha harus menanggung/mendapat kekurangan/kelebihan bayar.

3.4 Hasil Analisis Dampak yang Dialami Nelayan Akibat Pemberlakuan Kebijakan Dana Kompensasi BBM 

3.4.1 Nilai Rata-rata Potential Benefit Loss Nelayan (Hak Mendapatkan Subsidi Utuh BBM JBT Solar) Selama 5 
Tahun Periode 2016-2020 Sebesar 2,8 Triliun

Ketika nelayan sulit mengakses subsidi BBM JBT Solar, maka nelayan kehilangan haknya untuk mendapatkan 
subsidi BBM JBT Solar. Potential Benefit Loss nelayan atau hak nelayan mendapatkan subsidi utuh BBM JBT Solar,  
dinilai dari kuota volume subsidi BBM JBT Solar yang tidak terserap di sektor perikanan pada tahun 2016-2020. 
Kemudian dari kuota volume subsidi BBM JBT Solar sektor perikanan yang tidak diserap tersebut, dihitung berapa 
nilai subsidinya dan berapa nilai dana kompensasinya.

Nilai subsidi BBM JBT Solar dihitung dengan mengalikan volume BBM JBT Solar yang tidak terserap dengan rerata 
nilai subsidi BBM JBT Solar pada tahun anggaran berjalan. Sedangkan nilai Dakom JBT-S dihitung dengan 
mengalikan volume BBM JBT Solar yang tidak terserap dengan rerata nilai Dakom JBT-S pada tahun anggaran 
berjalan.

Dengan menjumlahkan nilai subsidi dan dana kompensasinya, maka didapat nilai potential benefit loss nelayan 
atau hak nelayan mendapatkan subsidi utuh BBM JBT Solar,  seperti terurai pada tabel di bawah ini.

Catatan:  tanda minus = lebih bayar (sehingga badan usaha harus mengembalikan).

Sumber: data diolah peneliti dari data volume kuota dan realisasi JBT Solar perikanan yang diambil dari riset sebelumnya. 

Pada grafik di bawah ini, nilai potential benefit loss yang dialami pelaku usaha perikanan terbesar terjadi pada 
tahun 2018. Tahun 2017 penyumbang nilai potential benefit loss berasal dari Dakom JBT-S. Sedangkan tahun yang 
lainnya, penyumbang terbesar dari belanja subsidi JBT Solar. 

Tabel 9. Perhitungan Nilai Potential Benefit Loss/  Hak Nelayan Mendapatkan Subsidi Utuh BBM JBT 
Solar(Juta)

JBTT Minyak Solar 2016 2017 2018 2019 2020

Volume JBT Solar Perikanan 
Kuota (Ribu L) 1,920,000           1,860,000 1,874,400 1,921,155 1,897,097

Volume JBT Solar Perikanan 
Realisasi (Ribu L) 499,200 483,600 487,344 494,539 529,000

Volume JBT Solar Perikanan 
Tidak Diakses Nelayan ( Ribu L) 1,420,800 1,376,400 1,387,056 1,426,616 1,368,097

Rerata subsidi per liter (Rp) 500 500 2000 2000 1000

Rerata Dana Kompensasi JBT 
Solar per liter (Rp) -81 1450 1831 1017 -71

Rerata Belanja Subsidi 
Perikanan Tidak terserap (Juta 
Rp) 

710,400 688,200 2,774,112 2,853,232 1,368,097

Rerata Dana Kompensasi JBT 
Solar Perikanan Tidak Terserap 
(Juta Rp)

-115,084.8 1,995,780 2,539,699.5 1,450,868.5 -97,134.9

Total Subsidi + Kompensasi 
Perikanan yang Tidak Terserap 
(Juta Rp)

595,315.2           2,683,980 5,313,811.5 4,304,100.5 1,270,962.1
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Grafik 5. Nilai Potensial Benefit Loss dari Volume JBT Solar Sektor Perikanan yang Tidak Terserap

Sumber: diolah oleh peneliti dari tabel 9.

Selama tahun 2016-2020 rata-rata nilai potential benefit loss pelaku usaha perikanan/nelayan sebesar 
Rp2,833,633,864,200 (Rp2,8 Triliun).
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4. Simpulan Hasil Penelitian Kredibilitas 
Anggaran Dana Kompensasi BBM untuk 
Nelayan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kredibilitas anggaran (budget credibility) Dakom JBT-S untuk nelayan. 
Dengan demikian, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, terdapat tiga sasaran penelitian yaitu:

1. Diperolehnya gambaran tata kelola Dakom JBT-S yang meliputi regulasi, proses perencanaan 
penganggaran, dan aktor.

2. Diperolehnya analisis anggaran subsidi energi dan Dakom JBT-S tahun 2016-2020 yang meliputi tren 
belanja subsidi energi dan belanja kompensasi, deviasi dana kompensasi energi, dan utang pembayaran 
dana kompensasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

3. Teridentifikasinya dampak yang dialami oleh nelayan kecil (pemilik kapal kurang dari 10 Gross Tonnage) 
akibat pemberlakuan kebijakan Dakom JBT-S.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed methods) melalui pengumpulan data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara semi terstruktur kepada informan kunci 
dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD).  Informan kunci dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu informan kunci yang memiliki kewenangan dalam proses penyusunan kebijakan Dakom JBT-S. 
Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dilakukan setelah tahapan wawancara selesai. Tujuan FGD adalah meminta 
masukan terkait draf awal hasil penelitian dari para informan kunci, akademisi dan perwakilan NGO.

Selanjutnya data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Laporan 
Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diaudit oleh BPK RI, Laporan Keuangan 
Bendahara Umum Negara (LKBUN) Audited, artikel ilmiah, dan berita di media massa. Kajian ini merupakan single 
case study yang mengambil studi kasus pada nelayan kecil, karena merupakan critical case dari Dakom JBT-S. 
Mereka adalah nelayan kecil yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kenaikan harga BBM JBT Solar. 
Adapun proses analisis kajian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis konten. 

Adapun temuan penelitian dalam tata kelola Dakom JBT-S yaitu:

Pertama, temuan penelitian dalam tata kelola Dakom JBT-S dari sisi regulasi menunjukkan: 

1. Terjadinya fragmentasi regulasi Dakom JBT-S.

2. Dana Kompensasi BBM dan belanja subsidi BBM dibungkus dalam nomenklatur anggaran yang berbeda, 
padahal esensinya sama yaitu subsidi energi.

3. Terjadinya ambiguitas pemahaman masyarakat dan legislatif tentang Dana Kompensasi BBM.

4. Minimnya peran pengawasan lembaga legislatif terhadap Dana Kompensasi BBM.

Sedangkan temuan penelitian dalam tata kelola Dakom JBT-S dari sisi tahapan perencanaan dan penganggaran 
serta aktor menunjukkan:

1. Menteri ESDM terlalu lama tidak menyesuaikan HJE penetapan dengan harga keekonomian.

2. Keterlambatan proses verifikasi volume penyaluran Subsidi BBM JBT Solar. 

3. Nomenklatur Anggaran Dakom JBT-S di Belanja Lain-lain berimplikasi terhadap ketidakpastian dan 
keterlambatan pembayaran Dakom JBT-S. 
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4. Keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan Dakom JBT-S.

5. Rendahnya transparansi informasi terkait anggaran Dakom JBT-S.

Kedua, hasil analisis deviasi anggaran Dana Kompensasi Energi dan/atau BBM JBT Solar menunjukkan adanya 
deviasi dalam kebijakan dana kompensasi yaitu:

1. Tren belanja subsidi menurun. Sementara di sisi lain, tren belanja kompensasi meningkat tiga kali lipat 
dari belanja subsidi energi (BBM dan Listrik) pada tahun 2022 yang dialokasikan pada belanja lain-lain.

2. Deviasi Dana Kompensasi Energi (Listrik dan HJE BBM) tahun 2020 sebesar 607% dan berdasarkan 
rujukan Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) mendapatkan skor D : <85% atau > 
115%. Dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja Dana Kompensasi Energi (Listrik dan HJE BBM) tidak 
kredibel. 

3. Deviasi Dana Kompensasi Energi tahun 2020 terlalu besar karena pola pembayaran tagihan dari Badan 
Usaha yang sudah diverifikasi tidak dibayarkan sekaligus pada tahun yang berjalan, sehingga menjadi 
utang pemerintah kepada Badan Usaha yang akan dituntaskan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Akumulasi utang Dakom JBT-S terjadi karena pemerintah tidak membayar tepat waktu pada tahun yang 
berjalan.

5. Pemerintah tidak bisa membayar tepat waktu karena besarnya Dakom JBT-S yang harus dibayarkan, 
diantaranya dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia dan tidak disesuaikannya HJE secara berkala 
sejak tahun 2016.

Ketiga, hasil analisis dampak yang dialami nelayan akibat pemberlakuan kebijakan Dakom JBT-S menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata Potential Benefit Loss Nelayan (Hak Nelayan Mendapatkan Subsidi Utuh BBM JBT Solar) 
selama 5 tahun sebesar Rp2,8 Triliun.



29Riset Kredibilitas Anggaran Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu 
(JBT) Solar Untuk Nelayan

www.internationalbudget.org

 5. Rekomendasi

Kajian ini merekomendasikan penguatan tata kelola Dakom JBT-S dari sisi regulasi yaitu: 

1. Diperlukan kajian mendalam tentang kapasitas fiskal APBN untuk membiayai subsidi energi, dalam hal ini 
BBM JBT-S dengan model subsidi BBM (fixed cost) dan Dakom JBT-S (selisih HJE).  Kajian ini juga termasuk 
menganalisis nomenklatur anggaran Dakom JBT-S dan belanja subsidi BBM JBT-S. Dua hal tersebut 
ditempatkan dalam nomenklatur anggaran yang berbeda, Dakom JBT-S di BA 999.08 sedangkan belanja 
subsidi BA 999.07, padahal esensinya sama yaitu subsidi energi dalam hal ini BBM JBT Solar. 

2. Memperkuat peran lembaga pengawasan, legislatif, dan pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam 
melakukan pengawasan terhadap Dakom JBT-S.

3. Mendorong kolaborasi antar pihak yaitu eksekutif, legislatif, serta masyarakat sipil untuk melakukan 
pengawasan penyaluran BBM bersubsidi yang sangat berpengaruh terhadap alokasi anggaran Dakom JBT-S 
dan belanja subsidi BBM JBT-S. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sosial.

Kemudian untuk memperbaiki tata kelola Dakom JBT-S dilihat dari sisi proses perencanaan dan penganggaran 
serta aktor, rekomendasinya sebagai berikut.

1. Dalam hal penyesuaian HJE, pemerintah harus memiliki rencana mitigasi yang strategis dengan 
mengantisipasi potensi gejolak di masyarakat dengan pemilihan instrumen kebijakan subsidi yang efektif 
dan tepat sasaran. Hal ini memerlukan kajian lebih mendalam.

2. Rakor tiga menteri perlu memastikan Harga Jual Eceran (HJE) penetapan tidak terlalu jauh dengan harga 
keekonomian pasar minyak dunia. Hal ini memungkinkan pengurangan potensi besarnya Dakom JBT-S.

3. Meningkatkan aspek transparansi dengan cara Kementerian Keuangan perlu menyampaikan data alokasi 
dan realisasi Dakom JBT-S secara berkala dan proaktif melalui media APBN kita di https://www.kemenkeu.
go.id/apbnkita. Termasuk penjelasan terkait kebijakan Dakom JBT-S yang diputuskan pada rakor tiga menteri 
(Keuangan, ESDM, dan BUMN) melalui laman tersebut.

4. Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil maupun organisasi nelayan serta penerima manfaat dari 
BBM Subsidi BBM JBT Solar dalam forum pengambilan keputusan penetapan kuota BBM Subsidi JBT Solar 
yang dikelola oleh BPH Migas.

5. Melibatkan masyarakat sipil dalam proses penilaian dan evaluasi terhadap kinerja program, hal ini bisa 
memperkuat akuntabilitas dan menambah pemahaman auditor (pemerintah) dalam melihat temuan.  

Untuk meminimalisasi deviasi anggaran Dakom JBT-S, maka rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. Setiap tahun, diperlukan perhitungan yang matang untuk merencanakan alokasi Dakom JBT-S dengan 
memperhitungkan kapasitas fiskal APBN, fluktuasi harga minyak dunia, dan faktor-faktor lainnya sehingga 
tidak ada overspending maupun underspending.

Untuk mengurangi potential benefit loss yang dialami nelayan kecil, maka rekomendasi yang diusulkan adalah 
sebagai berikut.

1. BPH Migas dan PT Pertamina dianjurkan berkoordinasi dengan KKP dan memanfaatkan data nelayan 
sebagai dasar penentuan kuota BBM subsidi JBT-S serta memperkuat aspek pengawasan penyerapan BBM 
subsidi JBT-S.

https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
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